GAGALNYA PROGRAM ANTI-KEMISKINAN: 

SEBUAH ANALISIS SOSIOLOGIS
Oleh: Dr. Afrizal, MA

PENDAHULUAN
Pemerintah nasional telah melaksanakan program anti-kemiskinan semenjak PJPT 1 Orde Baru (Nugroho 1995, hal. 26-9 dan Dwiyanto 1995, hal. 66-72). Disamping strategi pengembangan ekonomi makro, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan langsung kepada target kelompok miskin, mulai dari program Jaring Pengaman Sosial sampai program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai departemen pemerintah. 

Sayangnya, pencapaian berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut ternyata belum menunjukkan kemajuan yang berarti (Dewanta, dkk. 1995, dan Elfindri, dkk. 2005), ditunjukkan oleh kenyataannya, secara nasional persentase penduduk miskin tidak berkurang secara berarti. Pada Februari 1998, tercatat jumlah penduduk miskin memang menurun, tetapi masih tinggi yaitu,  menjadi 44 juta, dan pada Agustus 1999 terhitung 34 juta atau sekitar 18% dari penduduk Indonesia masih tergolong miskin (BPS Sumbar 2001). Persentase penduduk miskin secara nasional  pada tahun 2004 lebih tinggi dari persentase penduduk miskin pada tahun 1999. Pada tahun itu tercatat 20.11% dari penduduk Indonesia tergolong miskin (Statistik Indonesia 2004). 
Jika demikian, apakah yang salah dengan penanganan masalah kemiskinan selama ini? Apakah persoalannya hanyalah menunggu beberapa waktu lagi efek dari program yang telah dan sedang dilakukan dan pada saatnya dengan program yang ada itu jumlah penduduk miskin akan tertekan sampai titik yang dapat ditoleransi? Apabila pendirian ini yang dipegang, maka keberatannya adalah apabila program pengentasan kemiskinan yang telah dan sedang dilakukan efektif untuk membebaskan pada umunya penduduk miskin dari kemiskinannya, semestinya data menunjukkan penduduk miskin tinggal sangat sedikit di Indonesia pada umumnya. Pertanyaan berikutnya yang pantas diajukan adalah mengapa hanya sebagian penduduk saja yang bebas dari kemiskinan dan mengapa banyak penduduk miskin yang lain tetap saja miskin?  

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, diperlukan pencaharian strategi baru untuk mengentaskan kemiskinan. Didanai oleh Departemen Sosial
, kami sedang melakukan penelitian di Sumatera Barat untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang bertumpu kepada penggunaan potensi sosial lokal untuk membantu orang miskin terbebas dari kemiskinannya. Dengan kata lain, strategi yang kami kembangkan termasuk ke dalam strategi community-based development, yang berorientasi penggunaan kearifan lokal untuk memecahkan masalah-masalah setempat.
KERANGKA PIMIKIRAN

Dengan memakai perspektif integratif, penelitian ini berpendirian bahwa pemahaman mengenai persoalan kemiskinan  tidak terfokus kepada persoalan pada tingkat individual, tetapi juga pada persoalan-persoalan di luar dari individu. Konsekuesinya, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya difokuskan kepada perbaikan pada tingkat individual, melainkan juga pada tingkat di luar individu. Karena unit analisis penelitian ini adalah rumahtangga yang merupakan akumulasi dari para individual, maka alur pikiran penelitian ini menjadi: pemahaman persoalan kemiskinan tidak hanya sebatas dalam rumah tangga (individu-individu dalam rumahtangga), tetapi juga persoalan-persoalan di luar rumahtangga, akibatnya, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya perlu perbaikan pada tingkat rumahtangga, melainkan juga perbaikan hal-hal yang berada di luar rumahtangga.

  
Terjadi perubahan strategi pengentasan kemiskinan akhir-akhir ini. Pada awalnya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara negara atau agen-agen donor memberikan bantuan modal dalam berbagai bentuk kepada penduduk miskin untuk membuat mereka dapat merubah kondisi ekonominya. Strategi pengentasan kemiskinan seperti ini didasarkan kepada teori yang memandang orang miskin sebagai terget yang pasif dan dengan bantuan luar persoalan kemiskinan mereka dapat dipecahkan (Martinussen 1997, hal. 297). Kemudian, disadari bahwa orang miskin tidak hanya mengalami persoalan ketiadaan modal, tetapi juga kerentanan dan ketidak berdayaan (Chambers seperti yang dikutip oleh Soetrisno 1995, hal. 19). Seiring dengan bergesernya pemamahan menganai hakekat kemiskinan, strategi penting yang kemudian dilakukan adalah memberdayakan rumahatangga miskin dengan berbagai cara yang dapat digolongkan sebagai capacity building. 
Strategi pemberdayaan anggota rumahtanga miskin dengan pendekatan capacity building hanya bertumpu pada perbaikan pada tingkat individual dan rumahtangga. Cara lain yang perlu dilakukan adalah dengan menyentuh  komunitas tempatan, dengan cara menggunakan institusi lokal yakni mekanisme jaminan sosial yang hidup di dalam komunitas tempatan untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi ini disebut pengentasan kemiskinan berbasis institusi komunitas setempat (Ancok 1995, hal.167-8, Santoso, dkk., 2003, dan Muttaqin 2005). 

Ada dua strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis komunitas tempatan yang dapat dilakukan. Pertama, strategi pemberdayaan rumahtangga. Rumahtangga miskin di perdesaan maupun perkotaan dengan potensi yang dikuasainya mengatasi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Strategi utama biasanya adalah dengan memanfaatkan potensi tenaga kerja rumah tangga: pria dan wanita, dewasa maupun anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya wanita berperan ganda, selain terlibat dalam kegiatan reproduksi yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, juga terlibat dalam kegiatan produksi yang langsung menghasilkan pendapatan. Pada rumahtangga lapisan bawah atau miskin seringkali peranan wanita mencari nafkah (produksi) lebih nyata dibanding pada rumah tangga lapisan menengah dan atas yang lebih kaya (Hull 1976, Hart 1986 dan Sitorus dkk.,1992). Keterlibatan akses sumber daya ekonomi, dalam hal ini tanah dan modal, menyebabkan rumah tangga miskin di perdesaan berupaya memanfaatkan potensi tenaga kerja yang rasional. Konsolidasi tenaga kerja dalam strategi alokatif rumah tangga miskin itu sangat ketat (Hart 1986). Dalam strategi ekonomi rumahtangga miskin perdesaan misalnya, wanita seperti juga pria biasanya memiliki peran yang sangat penting sebagai pencari nafkah di bidang pertanian maupun non-pertanian. Hal ini berarti, memberdayakan anggota rumahtangga yang laki-laki sama pentingnya dengan memberdayakan anggota rumahtangga yang perempuan.

Kedua, strategi pengentasan kemiskinan yang bertumpu kepada kekuatan komunitas tempatan itu sendiri dalam arti kata menggunakan kekuatan-kekuatan sosial di dalam komunitas tersebut untuk mengentaskan kemiskinan.  Hal ini dapat dilakukan disebabkan oleh upaya mengatasi kemiskinan juga dilakukan oleh komunitas tempatan itu sendiri semenjak lama. Di kalangan rumahtangga miskin di perdesaan maupun di perkotaan biasanya juga ada pertukaran atau konsolidasi sumberdaya antar rumah tangga, baik itu rumahtangga lapisan maupun antar lapisan. Di Sumatera Barat, pertukaran itu terjadi secara intensif antara anggota kekerabatan (Afrizal 1996 dan 1997). Strategi yang dapat dilakukan adalah melembagakan tradisi ini untuk mengentaskan kemiskinan, seperti orang kaya lokal membantu orang miskin setempat untuk permodalan dan sebagainya  (Hikmat 2003, hal. 47).

 Dalam hal ini, menjadi relevan untuk mengaitkan strategi pengentasan kemiskinan dengan konsep konsep energi sosial-budaya kreatif, suatu kekuatan internal pada tingkat lokalitas (komunitas) seperti nagari, jorong, kampung dan kelompok ketetanggaan ataupun kewargaan. Konsep energi sosial kretaif ini menunjuk pada tiga aspek, yaitu: (a) gagasan (ideas) dasar yang disepakati teantang suatu tujuan positif, (b) harapan atau cita-cita (ideal) yang disepakati tentang wujud mencapai tujuan itu, dan (c) kebersamaan (friendship) dalam upaya mencapai tujuan itu (Uphoff 1990 dan Sitorus dkk., 1992). Energi sosial itu terdapat pada satuan lokalitas dalam bentuk pranata-pranata yang berorientasi pada kesejahteraan bersama yang telah dijelaskan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN
 
Esensi Program-Program Anti-Kemiskinan yang Ada
Hampir semua program anti-kemiskinan yang ditemukan di lokasi penelitian adalah program-program dari pemerintah pusat, kecuali program P2P di Kota Payakumbuh, BAZIS dan bantuan bibit untuk rumahtangga miskin di Kabupaten Pasaman. 


Menurut bantuan yang diberikan, kesemua program-program yang ada dapat dibagi empat.

Tabel 1. Klasifikasi Program-program Anti-Kemiskinan Menurut Bantuan
	No
	Bantuan
	Nama Program

	1
	Program-program yang sifatnya jaringan pengaman atau program yang berorientasi pemenuhan kebutuhan sesaat
	· Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) (dengan sub-sub program: Raskin, BLT/SLT, Kartu Sehat/Askeskin).

· BAZIS yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota;

	2
	Program-program yang memberdayakan anggota rumahtangga miskin secara ekonomi dengan bantuan modal ekonomi langsung maupun dengan mengembangan keuangan mikro.
	IDT, KUBE DEPSOS, GEKS, PDM-DKE, Pengembangan Ekonomi Fakir Miskin Depsos, PMP oleh Dinas Kelautan dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

	3
	Program pembangunan infrastruktur
	IDT, PPK dan PKS-BBM.

	4
	Program bantuan pendidikan
	PKPS-BBM (Beasiswa dan BOS) dan PPK.



Menurut pendekatan penyaluran bantuan kepada anggota rumahtangga miskin, program-program anti-kemiskinan dapat pula dibagi dua. 
Tabel 2. Klasifikasi Program-program Anti-Kemiskinan Menurut Pendekatan Penyaluran Bantuan
	No
	Pendekatan Penyaluran Bantuan

	1
	Program-program anti-kemiskinan yang bantuannya diberikan secara individual, biasanya bantuan lepas dimana penerima tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan.

	2
	Kedua adalah bantuan diberikan kepada kelompok. Bantuan ini biasanya dikembalikan oleh penerima bantuan dengan dua cara; pertama anggota kelompok mengembalikan kepada ketua kelompok dan ketua kelompok mengembalikan kepada pengelola program, karena dananya pinjaman dari pengelola program kepada kelompok (contohnya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PPK); kedua anggota kelompok mengembalikan kepada ketua kelompok, dan ketua kelompok mendistribusikan lagi dana yang tersedia kepada anggota kelompok.



Secara umum, program-progam yang ada pada dasarnya mempunyai kesamaan yakni:

1. Pemberikan bantuan modal ekonomi kepada anggota rumahtangga miskin.

2. Pemberikan bantuan untuk konsumtif dan pemberikan subsidi (kesehatan dan pendidikan).

3. Pengembangan infrasruktur jalan dan jembatan.
4. Bantuan yang diterima oleh anggota rumahtangga miskin bukan usulan dari penerima, melainkan telah ditentukan oleh instansi pemerintah pemangku program. Dengan demikian, dalam hal jenis bantuan, program-program yang ada tidak mengendapankan prinsip-prinsip partisipatif.
   

Program-program Anti-Kemiskinan Tidak Efektif Membebaskan Penerima Bantuan Dari Kemiskinannya  


Perlu ditegaskan dari awal bahwa dengan mengatakan program-program anti-kemiskinan tidak efektif membebaskan rumahtangga miskin dari kemiskinannya  tidak berarti bantuan-bantuan yang diterima oleh rumahtangga miskin tidak bermanfaat, dan tidak berarti pula  tidak ada program-program yang berkelanjutan. Penelitian ini menemukan ada bantuan-bantuan yang berhasil menolong penerima bantuan terlepas dari kemiskinannya dan ada pula bantuan yang berkelanjutan. Namun, seperti yang akan ditunjukkan berikut ini, secara umum program-program yang ada tidak berhasil mengentaskan kemiskinan. 
Jaringan Pengaman Sosial


Program-program bantuan terhadap rumahtangga miskin yang sifatnya jaringan pengamanan sosial 
seperti program Bantuan Tunai Langsung (BLT), Beras Miskin (Raskin) dan Kartu Sehat memang ditujukan bukan untuk meningkatkan perekonomian rumahtangga miskin penerimanya, melainkan hanya untuk menjaga stabilitas kehidupan rumahtangga miskin terhadap kebutuhan pokok dari amukan krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM (Lih. Elfindri, 2005, hal. 73-74). 


Hasil FGD mengkonfirmasikan hal tersebut. BLT/SLT dan Raskin dikatakan sebagai bantuan-batuan habis sesaat. BLT/SLT pada umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan tidak membuat mereka dapat menyimpan karena adanya bantuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena bantuan tersebut terlalu kecil, sedangkan pendapatan mereka tidak mampu menutupi kebutuhan dasarnya. Peserta FGD mengatakan uang BLT/SLT “ibarat air setetes yang jatuh ke pasir yang kering”. Walaupun bermanfaat, peserta FGD dari kalangan penduduk miskin maupun tokoh-tokoh masyarakat tidak menyukai bantuan ini, mereka lebih menyukai bantuan-bantuan produktif. Kalimat “berikan kami kail, bukan ikan” diucapkan oleh peserta FGD di berbagai lokasi.

Kartu Sehat/Askeskin

Peserta FGD di semua lokasi penelitian merengking Program Kartu Sehat/Askeskin termasuk tiga program yang dinalai bermanfaat. Alasan mereka karena orang miskin sering sakit dan dengan kartu sehat anggota rumahtangga miskin tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengobati penyakitnya.   Seorang peserta FGD mengungkapkan


Anak saya telah dioperasi beberapa waktu yang silam di Padang. Saya tidak mengeluarkan uang sedikitpun untuk operasi tersebut, karena saya mendapatkan Kartu Sehat. Kata orang, biaya operasi tersebut sebanyak Rp30.000.000. Kalau tidak ada Kartu Sehat, anak saya tidak akan terobati.


Bagi anggota rumahtangga miskin yang mendapatkan kartu sehat, program ini telah membuat rumahtangganya tidak perlu berhutang atau menjual aset atau menggadaikan asetnya kepada pihak lain. Hal ini berarti program Kartu Sehat membuat beban ekonomi rumahtangga miskin tidak menjadi lebih berat akibat keperluan mengobati anggota rumahtangga yang sakit.


Akan tetapi, hasil penelitian terbaru mengungkapkan Kartu Sehat bermanfaat bagi rumahtangga miskin hanya bagi mereka yang aksesnya terhadap fasilitas kesehatan mudah, dan ini pada umumnya terjadi di perkotaan (Elfindri 2005, hal. 69) atau di daerah dekat dengan perkotaan. Di daerah perdesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan, Kartu Sehat kurang bermanfaat.  Peserta FGD di Nagari Paninjawan, Kabupaten Solok, mengeluhkan sulitnya mereka menggunakan Kartu Sehat, disebabkan mereka harus pergi ke Nagari Sulit Air, yang berjarak lebih kurang 10Km dari pusat nagari mereka, untuk mengunjungi Puskesmas.  Tidak ada angkutan umum formal dari Nagari Paninjawan ke Nagari Sulit Air, transportasi yang ada  hanyalah ojek. Apabila mereka menggunakan Ojek, mereka harus membayar Rp15.000. Akibatnya, anggota rumahtangga miskin yang menggunakan Kartu Sehat sedikit di nagari ini.

Program pengembangan Infrastruktur


Program-program anti-kemiskinan dengan membangun infrastruktur sangat bermanfaat bagi rumahtangga miskin tempatan dan cenderung bertahan lama. Peneliti menyaksikan sendiri bahwa jalan dikeraskan dengan aspal dan beton dan jembatan telah dibuat umumnya denga  beton. Infrastruktur tersebut memecahkan keterisolasian penduduk nagari dari pasar dan pelayanan umum. Sebelum adanya jalan, penduduk tempatan mengalami kesulitan untuk memasarkan produksinya, karena mereka harus melewati jalan yang sempit dan becek ketika musim hujan. Para pedagang pengumpul tidak bisa mendatangi mereka, karena kenderaan bermotor yang mereka gunakan tidak bisa mengantarkan mereka ke pemukiman penduduk,  sehingga penduduk miskin itu sendiri yang harus mendatangi pedagang pengumpul. Para informan melaporkan bahwa dalam situasi yang seperti itu, para pedagang pengumpul cenderung menekan harga barang dagangan penduduk miskin tersebut. Program IDT, Subsidi BBM dan PPK   membangun jalan dengan cara mengeraskan jalan (diaspal atau dibeton) dan jembatan. Jalan dan jembatan memudahkan penduduk tempatan untuk memasarkan produksinya. Angkutan umum dan kenderaan bermotor sekarang masuk ke daerah yang dulunya terisolasi. 

Secara Umum Program Anti-Kemiskinan Gagal Mengentaskan Kemiskinan

Secara umum, program-program anti-kemiskinan yang pernah diikuti oleh penduduik di semua tipologi lokasi penelitian belum membuat perekonomian mereka membaik dan ini terjadi sama di semua tipologi komunitas miskin yang diteliti. Sebanyak   lebih dari 90% dari 224 KK miskin yang diteliti pernah mengikuti program anti-kemiskinan, bahkan sebanyak  60% lebih diantaranya pernah mengikuti 2-4 macam
 program anti-kemiskinan. Walaupun telah mengikuti berbagai program anti-kemiskinan, mayoritas responden dari semua tipologi penelitian menyatakan perekonomian mereka tetap buruk. Tidak membaiknya situasi perekonomian penerima program anti-kemiskinan diindikasikan oleh adanya 80% responden yang mengaku bahwa perekonomian mereka tetap tidak berubah dari situasi buruk, bahkan 33% responden menyatakan situasi perekonomian mereka lebih buruk dari tahun yang lalu.  Indikasi yang lebih kuat adalah pengakuan dari hampir 100% responden dari semua tipologi bahwa mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, karena pendapatannya rendah, lebih dari 80% berpendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. Sebanyak 63,9% responden dengan jumlah tanggungan 4–6 orang, dan ini berarti rata-rata pendapatan per kapita mereka per bulan hanya sebesar Rp100.000–Rp150.000. Pendapatan sebesar ini berada di bawah garis kemiskinan. 

Program Pengembangan   Keuangan Mikro Gagal

 
Terjadi baik di komunitas petani peladang, petani sawah, nelayan maupun komunitas non sawah serta non nelayan,  program-program pengembangan keuangan mikro non perbankan dalam bentuk simpan-pinjam yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah tidak bermanfaat untuk jangka panjang, disebabkan oleh dana simpan-pinjam  yang dikembangkan dengan membentuk kelompok simpan-pinjam tidak bertahan lama. Penyebab utamanya adalah kelompok simpan- pinjam yang telah dibentuk tersebut cepat bubar. 

Terungkap dari wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus kelompok simpan-pinjam dan dari hasil FGD bahwa penyebab cepat ambruknya kelompok simpan-pinjam  adalah para anggota tidak membayar pinjaman, dengan kata lain kemacetan tinggi. Akibatnya, modal kelompok habis, dan ini mengakibatkan kelompok tidak beroperasi.


Ditemukan dua faktor penting yang menyebabkan kemacetan tinggi. 

1. Tidak melulu anggota kelompok tidak membayar hutang karena tabiat tidak membayar hutang, tetapi juga karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terungkap dalam FGD bahwa penduduk miskin membayar cicilan kreditnya kepada rentenir. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, cicilan dibayar per hari sehingga terasa tidak memberatkan walaupun sebenarnya bunganya tinggi. Kedua para rentenir aktif memungut cicilan hutang tiap hari dengan mengunjungi para pengkredit. Berbeda dengan rentenir, pengurus simpan-pinjam biasanya menunggu para peminjam untuk membayar hutangnya,  dengan kata lain tidak proaktif memungut cicilan, dan cicilan perbulan sehingga terasa memberatkan dan uang untuk membayar cicilan sering terpakai untuk memenuhi kebutuhan lain karena waktu bayarnya per bulan. Yang tidak kalah pentinya adalah para anggota menganggap modal yang diterima oleh kelompok simpan-pinjam adalah uang pemerintah yang diberikan dengan cuma-cuma atau tidak perlu dikembalikan. Mereka tahu sebelumnya pinjaman yang sama juga tidak dikembalikan dan tidak ada resiko. Pengelola juga mungkin tidak aktif memungut karena yang dikelola bukan uang pribadinya.  Hal ini berarti, pemahaman para anggota kelompok bahwa modal yang diberikan kepada kelompok untuk kepentingan mereka jangka panjang, belum berkembang.

2. Ikatan anggota dengan kelompok rendah, disebabkan bagi kebanyakan anggota, mereka hanya berkelompok karena adanya program keuangan mikro. Di tempat dimana anggota kelompok adalah orang-orang yang sebelumnya sudah saling kenal dan mempunyai aktivitas bersama, kemacetan rendah. 
3. Bantuan Bergilir (Revolving Fund) Gagal

Bantuan bergilir tidak efektif karena tidak berjalan. Penelitian ini pada umumnya menemukan bantuan dari pemerintah kepada rumahtangga miskin dengan strategi bergilir pada umumnya untuk bantuan ternak sapi. Hasil penelitian menunjukan bawa secara umum bantuan sapi tidak bergulir dalam kelompok. Hal ini disebabkan oleh, pada umumnya, sapi dijual oleh penerima pertama sebelum beranak, sehingga tidak ada yang dapat digulirkan kepada anggota yang belum mendapat. Ada juga kesepakatan antara anggota kelompok untuk menjual sapi-sapi yang diterima oleh anggota kelompok dan uangnya dibagi rata. Temuan wawancara mendalam dengan para informan di nagari dan kelurahan serta pejabat di Dinas Sosial serta hasil FGD menunjukkan kejadian tersebut. Mereka menginformasikan bahwa setelah kurang dari setahun, kelompok tidak aktif dan sapi-sapi telah dijual oleh penerima pertama.

Di atas semua itu, gagalnya program-program anti-keimiskinani karena tidak ada pengawasan dan pembinaan dari penyelanggara program.
 Apalagi kepedulian lembaga-lembaga nagari/kelurahan maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat terhadap program-program anti-kemiskinan rendah. 

Program Bantuan Peralatan Usaha Tidak Efektif


Penelitian ini menemukan 2 persoalan penting dengan bantuan-bantuan alat-alat usaha dari berbagai instansi pemerintah yakni, penerima tidak mampu lagi mengoperasikan peralatan dan tidak mampu membayar cicilan dana bantuan peralatan dan uang yang di dapat dari peralatan sangat kecil. Kedua, bantuan-bantuan aset yang diterima oleh penduduk miskin tidak bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian mereka, karena biaya operasional tinggi untuk menjalankan peralatan yang dibantu dan peralatan yang mereka terima tidak laku di pasar.

D. PENYEBAB GAGALNYA PROGRAM ANTI-KEMISKINAN

Penyebab yang Berkaitan Dengan Sifat Program

1. Bantuan-bantuan yang diberikan parsial. 

a. Pelatihan-pelatihan keterampilan yang diikuti oleh anggota rumahtanga miskin tidak diikuti oleh bantuan modal, sehingga alumni pelatihan tidak dapat mengembangkan keterampilannya menjadi kegiatan menghasilkan uang, disebabkan oleh tidak adanya usaha yang membutuhkan keterampilan mereka yang ada disekitar mereka. Dalam situasi seperti ini, alumni pelatihan mesti membuka usaha sendiri agar keterampilannya berguna, dan ini memerlukan modal.  
b. Bantuan-bantuan yang diberikan menyentuh rumahtangga miskin terbatas. Kecuali pengembangan infrastruktur, BLT dan Raskin, program-program anti-kemiskinan yang memberikan modal usaha dan ternak hanya menyentuh sejumlah kecil Gakin dalam suatu nagari atau kelurahan.
c. Bantuan yang diberikan menyelesaian kebutuhan sesaat anggota rumahtangga miskin, karena bantuan-bantuan bersifat konsumtif atau digunakan hanya untuk keperluan konsumsi oleh penerima program. Program-program yang sifatnya Jaringan Pengaman Sosial mempunyai kelamahan yang seperti ini.
d. Bantuan yang diberikan tidak dibutuhkan pasar atau tidak bisa dioperasikan oleh karena hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh penerima bantuan. 

Penyebab yang Berkaitan Dengan Cara Program Diimplementasikan

Kelompok Tidak Bekerja


Banyak bantuan-bantuan kepada rumahtangga miskin disalurkan melalui kelompok yang dibentuk sebagai strategi pemberian bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kelompok yang dibentuk tidak berjalan baik. 

a. Dalam hal kelompok simpan-pinjam, kelompok keuangan mikro bubar, karena kredit yang disalurkan oleh kelompok kepada anggota sering macet. 

b. Kelompok tidak bekerja untuk mengalirkan bantuan bergulir. 

Program Tidak Berkelanjutan

 
Program tidak berkelanjutan. Program-program anti kemiskinan sering berhenti sebelum berhasil, terkesan program-program tersebut berorientasi proyek. Tidak ada ditemukan program yang dilakukan jangka panjang. Program-program baru pada dasarnya mulai dengan yang target baru, nagari baru dan kelompok baru. Akibatnya, program anti kemiskinan tidak berkelanjutan. Program-program berhenti sebelum membuat rumahtangga miskin terbebas dari kemiskinannya. 

Partisipasi Lembaga dan Tokoh-tokoh Lokal Rendah
1. Lembaga dan tokoh-tokoh lokal tidak melakukan langkah-langkah untuk melanjutkan program atau untuk memastikan program jalan. Penyebab adalah mereka tidak menganggap hal itu urusan mereka dan tidak ada pertanggungjawababan yang dibebankan kepada mereka. 

2. Pemerintah Desa/Nagari/Kelurahan diperlakukan sebagai ujung Tombak Yang Tumpul, karena program-program yang ada tidak memberdayakan lembaga-lembaga lokal. Instansi pemerintah pemangku program meminta para calon penerima program anti-kemiskinan dari pemerintah desa/nagari/kelurahan, dengan cara instansi pemerintah penyedia program tersebut menghubungi pemerintah desa/nagari/kelurahan. Para pemerintah desa/nagari/kelurahan, kemudian, diminta oleh petugas untuk mendaftar nama-nama para calon peserta program dari desa/nagari/kelurahan mereka. Akan tetapi, dalam implementasi program, pemerintah desa/nagari/kelurahan dan tokoh-tokoh setempat tidak aktif, karena tidak dilibatkan. Yang aktif adalah orang-orang dari instansi pemeritnah atau konsultan atau pendamping program. Artinya, pejabat-pejabat setempat dan tokoh-tokoh masyarakat sering hanya dipakai sebagai pelegitimasi program, tetapi tidak terlibat aktif dalam implementasi, monitoring dan evaluasi program.

D. PERSOALAN DENGAN ENERGI SOSIAL LOKAL

Pemerintah Nagari/kelurahan Lembaga Paling Penting


Terungkap dalam penelitian, di semua tipologi bahwa lembaga pemerintahan nagari dan kelurahan merupakan lembaga yang lebih banyak berhubungan dengan penduduk setempat dibandingkan dengan lembaga pimpinan adat (Lembaga Adat Nagari, LAN atau Kerapatan Adat Nagari, KAN). Persentase  responden menjawab cukup dekat dengan pemerintahan nagari lebih tinggi dari perentase mereka yang menjawab lebih dekat kepada lembaga adat (70,2% banding 42%). Semua ini, karena pemerintah nagari,kelurahan dianggap lebih perhatian dengan pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan lembaga adat. Semua ini berkaitan dengan pemerintah nagari/kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan yang lebih tinggi.
Lembaga Adat Lemah dan Kurang Berhubungan Dengan Komunitas Lokal

 Di semua tipologi penelitin ditemukan hubungan antara pemimpin adat dengan anggota kaumnya kuat, ditandai oleh sebanyak 79% responden menyatakan dekat dengan ninik mamak (pimpinan adat) mereka dan persentase yang hampir sama melaporkan bahwa rumahtangganya secara keseluruhan dekat dengan ninik mamak, tetapi 50% tidak puas dengan perhatian ninikmamaknya terhadap kemiskinannya. 

Akan tetapi, responden tidak dekat dengan lembaga pimpinan adat, Lembaga/Kerapatan Adat Nagari (LAN/KAN), dan mereka menilai LAN/KAN tidak perhatian terhadap persoalan kemiskinan mereka. Mereka lebih dekat dengan lembaga pemerinthan nagari/Kelurahan, dan lembaga ini dinilai perhatian terhadap persoalan kemiskinan. Terungkap dalam FGD bahwa lembaga adat kurang aktif dan kurang terlibat dalam urusan di luar ranah adat istiadat.
Zakat Belum Efektif

Kepedulian terhadap penduduk miskin terdapat di semua lokasi penelitian. Terdapat orang mampu yang membayar zakat mal dan zakat fitrah. Donasi untuk tempat ibadah juga tinggi, akan tetapi, zakat langsung disalurkan oleh individual pembayar zakat kepada asnaf, dan umumnya untuk konsumtif dengan jumlah yang kecil, karena dana zakat dibagi untuk banyak penerima. Ditemukan juga orang-orang mampu lokal melakukan aktivitas untuk membantu orang miskin, selain dari membayar zakat dan sedekah. Akan tetapi, kepedulian ini tidak terorganisasi, sehingga energi sosial ini tidak cukup kuat untuk menolong rumahtangga miskin keluar dari kemiskinannya.

Lembaga Lokal Pelaku Pasif Anti-kemiskinan

Lembaga-lembaga lokal tadak mempunyai program anti-kemiskinan, bahkan mereka umumnya tidak mempunyai data penduduk miskin dan situasi perekonmian mereka. Disamping mereka tidak mendata, mereka juga jarang yang menyimpan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS dan BKKBN. Dapat dikatakan kepedulian pemerintahan nagari dan kelurahan terhadap pengentasan kemiskinan rendah. Program-program anti-kemiskinan yang dijalankan di desa dan di kelurahan hampir semuanya program dari pemerintah. 


Penyebabnya adalah jarangnya program anti kemiskinan yang telah dilakukan  membangun kelembagaan komunitas lokal. Tidak ada upaya untuk membuat komunitas lokal pelaku aktif gerakan anti-kemiskinan. Mereka hanya terlibat untuk menyalurkan dan menyukseskan program. Akibatnya, program anti kemiskinan yang ada lebih menciptakan ketergantungan komunitas lokal terhadap agen-agen dari luar nagari/kelurahan termasuk pemerintahan nagari/kelurahan dari pada mengajarkan atau mendotong mereka untuk mandiri. Kosekuesinya, partisipasi lembaga lokal dalam mengentaskan kemiskinan rendah.


 Dua diantara program yang ada yang ditujuan untuk mebangun kemandirian lokal untuk mengentaskan kemiskinan  dengan cara memberdayakan komunitas lokal dengan prinsip-prinsip partisipasi adalah PPK dan P2KP. Akan tetapi, kedua program tersebut juga mempunyai kelamahan yakni, keaktifan masih dari pihak luar dan keberlanjutan program sangat tergantung kepada pengelola program. Artinya, program tidak berkelanjutan. Disamping itu, untuk kasus P2KP, pada tingkat nagari/kelurahan program sangat mengandalkan relawan lokal yang tidak diberi biaya dalam melaksanakan tugas dan tidak menggunakan lembaga-embaga yang ada di nagari/kelurahan sebagai pelaku aktif. 

STRATEGI YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Definisi

Pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal diartikan sebagai pengentasan kemiskinan:

b. Yang bertumpu kepada Kekuatan komunitas tempatan dengan mempergunakan lembaga-lembaga/organisasi-organisasi yang telah ada atau dikreasi baru oleh komunitas tempatan. Hal ini berarti, kumunitas lokal dengan berbagai lembaganya dan tokoh-tokoh masyarakatnya pelaku aktif pengentasan kemiskinan. 

c. Yang memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan setempat dan sumber-sumber daya lokal dengan cara menggali dan mengembangkan potensi lokal yang ada .

d. Yang menggunakan lembaga-lembaga/ organisasi-organisasi lokal dengan berpegang kepada prinsip-prinsip partisapatif dengan agen-agen pembangunan termasuk pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Artinya, mereka memberikan bantuan dan pendampingan kepada lembaga-lembaga/ organisasi-organisasi komunitas tempatan, bukan pelaku aktif di desa. 

e. Yang disamping sumber-sumber dari luar, pengentasan kemiskinan dengan demikian dilakukan juga mengandalkan sumber sumber dalam nagari/desa/kelurahan, seperti zakat, infak dan realokasi tanah.


Prinsip

1. Lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat dalam komunitas tempatan didorong dan dikondisikan untuk aktif mengentaskan kemiskinan di dalam komunitasnya dengan menggunakan sumber-sumber setempat dan bantuan dari luar. Tujuannya agar lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat tempatan aktif dan proaktif melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dalam komunitasnya dengan menggunakan sumber-sumber setempat dan bantuan dari luar. 
2. Lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat tempatan harus mampu melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dalam komunitasnya. 
3. Lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat tempatan aktif memonitor upaya-upaya pengentasan kemiskinan dalam komunitasnya.
4. Pemerintah perlu membantu komunitas nagari/kelurahan untuk melakukan pengentasan kemiskinan.  
5. Bantaun-bantuan anti kemiskinan dari pemerintah atau dari pihak lain seharusnya menggunakan lembaga setempat baik yang sudah ada maupun yang dikreasi baru, karena keberhasilan program pengentasan kemiskinan tergantung pula padanya. Lembaga-lembaga lokal mestilah diupayakan untuk terlibat dalam berbagai tahap program dan dengan demikian mereka merasa memiliki program itu dan akibatnya mereka ikut bertanggung jawab terhadap pelaksananan dan keberhasilannya. 
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� Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.


� Penelitian ini merupakan kerjasama antara Departemen Sosial dengan Universitas Andalas. 


� Penelitian dilakukan di tiga kabupaten dan di dua kota dengan menggunakan teknik survei, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion. Di dua kabupaten, dipilih dua nagari dengan mayoritas penduduk berkerja sebagai petani lahan basah dan   dua nagari yang lain dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani lahan kering. Di satu kabupaten, dipilih tiga nagari banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan. Di dua kota, dipilih masing-masing satu kelurahan yang mayoritas penduduknya berkerja di sektor non pertanian dan non nelayan.  


� Ketika wawancara dengan pejabat sebuah instansi pemerintah, informan mengatakan bahwa permintaan sapi se kabupaten merupakan usulan dari masyarakat. Ketika wawancara, peneliti telah menanyakan bagaimana bisa masyarakat dari lingkungan yang berbeda di kabupaten itu mengusulkan hal yang sama yakni, sapi. Jawaban informan, ya, itulah yang terjadi. Kemudian, di akar rumput peneliti mendapat informasi bahwa bantuan sapi ini telah ditentukan oleh instansi pemerintah pemberi bantuan, bukan usulan dari nagari-nagari. Pemerintah nagari diundang hanya untuk mendengarkan penjelasan. Wawancara dengan seorang kepala dinas dan beberapa orang wali nagari, Agustus 2006.      


� Setiap kali responden mengikuti progam anti-kemiskinan, mereka mengikuti program yang berbeda.


� Staf yang berwenang di Dinas Sosial Kabupaten mengakui bahwa mereka tidak melakukan monitoring dan pembinanan terjadwal kepada KUBE penerima bantuan sapi.  Yang mereka lakukan hanyalah kunjungan-kunjungan tidak terencana. Walaupun mereka mengetahui ada penyimpangan, mereka mengetahui ketika penyimpangan sudah terlalu jauh. Pemerintah nagari/kelurahan juga tidak mengetahui dengan baik situasi KUBE.  Artinya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi   tersebut dibiarkan saja oleh pihak-pihak yang terkait. Lemahnya pengawasan tersebut diakui oleh pejabat-pejabat instansi pemerintah yang diwawancarai dan juga terungkap dalam acara FGD di semua lokasi penelitian.
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